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| Peg‘adahumaﬁ

deak ptdana %:orupm
'mendagaa;i perhatian yang besar dalam

 diskusi ~maupun- pemberiiaan  surat -
kabar, ‘selama kurang lebih fima tahun

teralkhir -ini. Sejaﬁ adanya -perubahan
pemermtahan indonesia, - dari
pemerintahan Qrd@ Baru (Subhario) ke
sekarang pemerintaian Era Reformasi
(Gus- Dur dan Megawali), masalan
korupsi - dalam - pelaksanaan
pemerintahan “menjadi  berita ‘yang
tidak " habis-habisnya diperdebatkan.
Perdebatan terakhir adalah ieniang
dibebaskannya oleh Mahkaman Agung
seofang terdakwa findak pidana
korupsi (finikor), yang juga secrang
fokoh politk dan pejabat negara,
padahal Pengadilan Negeri dan
Pengadilan Tinggi memutuskan bahwa
terdakwa ini bersalah melakukan
tipikor dan membarikan sanksi pidana
kepadanya.

Bukan masalah korupsi atau fipikor
yang ingin dibicarakan disini, namun
ramainya opini publik melalui diskusi
dan pers mengecam  puiusan
Mahkamah Agung sebagai
bertentangan dengan rasa keadilan
dalam masyarakat. Malah ada pula
vang berpendapat bahwa para hakim
agung tersebut telah menyalah-
gunakan kekuasaan yudisial (diskresi

ORI R S L NSRRI D SN JUSURE. . IR Wy gy

: _d:;awa% Kaz'aﬂgaﬁ _
bermaksud menjawabnya Yang ingin’

- pleh

: peﬁ:anyaan sedernana ‘apa yang
. dinamakan keadlian dan hiskum fu? -
-(iipikor) :

Peri;anyaan
dirumuskan,

_ yang mudah
namun ilc,iak Thudah

dikemukakan disini ierutama aéaiah
kompleksitas  permasalahan " yang
diajukan di atas den dirumuskan dalam
pertanyaan yang sederhana fersebut.

Penegakan Hukum atau ?@mgamﬁ
Undang-Urdang? .

Masalah yang dibicarakan di 'ai‘aé
publik = adalah =~ masalah
penegakan hukum. Tetapi ‘apa
sebenamya yang kita persepsikan
sebagai hukum itu? Pendapai pertama
menganggap hukum sebagai
“kumpuilan aturan yang ditetapkan oleh
lembaga yang berwenang” (PPR -atau
Pemerintah). Tetapi pendapal kedua
cenderung melihainya sehubungan
dengan ‘“suatu - perjuangan uniuk
mewujudkan keadilan” dalam dunia ini,
dan ada pendapat ketiga yang melihat
hukum tersebut sebagai “limbul dalam
interaksi  antar-manusia  dalam
kehidupan bermasyarakal” (Witteveen,
1996). Dalam pemikiran-pemikiran
yang timbul dari kefiga persepsi
tentang hukum ity akan timbul pula
narbedaan pendapat teniang apa yang
merupakan fungsi hukum itu, yang

% PR S N SN SR SRy S P S
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sengketa dan  sampai  pada
menegakkan ketertiban hukum dimana
periu dengan kekerasan. Tetapi dalam
satu ~hal rupanya dapat dicari
kesepakatan, yaitu - bahwa hukum
harus memenuhi semua fungsinya itu,
sehingga . dapat memuaskan asas
keadilan, asas manfaat dan asas
.kepasﬂan hukum. Tetapi ‘masih ada
pula asas lain yang sering terlupakan
“di-sini, yaliu asas yang mengharuskan
warga ‘masyarakat tunduk pada
undang-undang.  Malah  asasnya
mengatakan bahwa “warga dianggap
mengetahui - ist ~ undang-undang’.
Ketidakiahuan  mengenai  adanya
sualu- peraturan, fidak membebaskan-
nya. (tidak dapat diajukan sebagai
pembelaan di pengadilan).

Dalam diskusi sehari-hari hukum
sering diindentikkan dengan undang-
undang (pendapat pertama di atas).
Tetapi<bagaimana kalau masyarakat

menganggap  hukumnya  {baca:
undang-undangnya) fidak adil atau
tidak - bermanfaat  atau  tidak

memberikan kepastian hukum. Apakah
hukum seperti itu juga masih harus
ditegakkan? (misalnya hukum atau
undang-undang yang membenarkan
diskriminasi antar warga masyarakat).
Apakah warga masyarakat tetap harus

tunduk pada undang-undang tersebut?

Apakah asas kepastian hukum (tetap
tunduk pada undang-undang tertentu)
~ harus didahuiukan dari asas keadilan
dan asas manfaat? Atau apakah asas
keadilan selalu harus didahulukan?
Ataukah masyarakat boleh mengabai-

[P NTO N DU S ST S ST I T

{pendapat kedua di atas). Ataukah
lembaga penegakan hukum
(kepolisian dan  kejaksaan) - dan
lembaga peradilan (pengadilan) harus
mengikuti opini publik (pendapat kei:ga
di aias)?

Politik (Kebijakan) Krimina!

Salah salu isu yang - periu
diperhatikan  dalam  mempelajari
penegakan hukum (faw enforcement)
yang  dilakukan  dalam  suatu
masyarakat (baca: negara), adalah
politik kriminal (criminaf justice policy)
dari penguasa (baca: pemerintah)
bersangkutan.  Contohnya  adalah
andaikata pemerintah dalam usaha
membangun  kembali  ekonomi
Indonesia, menjadikan usaha
‘memerangi  KKN" sebagai bagian
integral dari programnya. Apabila hal
ini secara tegas dinyatakan = dan
diinsiruksikan pada lembaga kepolisi-
an dan lembaga kejaksaan, maka
setiap penyimpangan dari kebjakan
tersebut  harus  dielaskan  oleh
pemerintah kepada publik. Tentu saja
pemerintah (baca: presiden) akan
menjelaskannya  sesuai  dengan
agenda polifiknya dan sesuai pula
dengan kebifakan sosialnya (misalnya
sesuai dengan kebijakan Komite
Kebijakan Sektor Keuangan dan
Badan  Penyehatan  Perbankan
Nasional). Contoh tentang hal ini di
Amerika Serikat adalah criminal justice
policy yang dapat dibandingkan dan
dipelajari  melalui  kebijakan  dan
program  presiden-presiden  vang
‘konservati” maupun vana “liberal”
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 (setel

+:Dalam - uraian .di ~atas ingin
dikemukakan ‘bahwa — meskipun
hukumnya (baca: undang undangnya)

sama, namun penegakan hukumnya
dapat berbeda ‘dalam’ lmplemeniasa-
‘kan:apa yang sering dikeluhkan para

" 'nya, karena perbedaan dalam’ polifik
R kriminal pemenntahan yang berkuasa.
_ ;Perbedaan hamsnya dapat
- diketahui. dengan jelas -oleh- publik,

* -misalnya perbedaan dalam masa Orde -
j Baru__dab_and;ngkan ‘masa_Reformasi.
" tahun’ 1998). Me!alm politik

kriminal * ini, publuk pun dlharapkan
memahami bagalmana pemaﬂniah
akan * memberi “penekanan - yang
berbeda sehubungan dengan nilai-nilai
sosial ‘yang ‘saling bersamg dalam
masyarakat, - misalnya “fentang
“equalify” (kesetaraan) antara berbagal

kelompok masyarakat (Klein, 1984).

Persepsi publik tentang “keadilan”,
karena itu juga akan dipengaruhi cleh
persepsi. .mereka - fentang  politik
kriminal ~ pemerintah. Pada masa
reformasi ini persepsi publik adalah
bahwa pada masa orde baru terjadi
kolusi  anfara  penguasa
pengusaha (van den Heuvel, 1998).
Dalam banyak kasus penyalahgunaan
dana BLBI (Bantuan Likuiditas Bank
Indonesia), maka politk kriminal
pemerintah yang ftercermin dalam
kebijakan KKSK dan BPPN, dianggap
oleh publik sebagai tidak adil, malah
dipersepsikan sebagai belum berakhir-
nya kolusi masa orde baru.

Putusan Pengadiian

Di Amerika Serikat seorang hakim
dianggap menjalankan empat macam

oy o g w o g 8 zemm e prw e gt n Ll aamum  pm e gwnen o f 2w pramm

enforeer),
(lawmaker), menjadi: admmisiratcr dan -

~sangat
- Kehakiman . (seorang yang ditunjuk-
‘secara polifis) terhadap ‘para. hakim,

dan

membuat - hukum
sebagai seorang - politikus. Peranan
terakhir - ini ~fidak - lazim - diakui . di
Indonesia; kecuali apabiia diperdebat— :

hakim, ‘bahwa pada masa Orde Baru
terasa pengaruh ‘Menteri

termasuk hakim agung.- Menegakkan_f._
norma hukum. dan membuat hukum
adalah lebih dari. sekedar penegakan- .
hukum - atau - penegakan undang-
undang. Karena i dalam wacana
sistem hukum Indonesia, sehanisnya
hakim dinamakan penegak keadilan
(bukan penegak hukum). Maknanya
adalah  bahwa  hakim  dapat
menafsirkan hukum (baca: undang-
undang),  sehingga  sebenarmya
melakukan fungsi “layak seorang
legislator (faw maker) (Mertokusumo,
1993). Ini yang dikenal pula sebagai
diskresi yudisial (judicial discration) -
(Klein, 1984). Peranan sebagai
administrator terthat terutama pada
kasus-kasus perdata {misainya dalam
kasus kepailitan).

Proses pengambilan keputusan
{decision-making process) di
pengadilan, khususnya pengadilan: di
Indonesia yang selalu bersidang
dengan majeiis (umumnya tiga hakim),
tidaklah sesederhana seperli sering
digambarkan dalam rumus Rx F = D
{decisions are the product of the rules
and the facls in a case), putusan
majelis adalah hasil aturan dan fakia.
Diskresi  yudisial  memungkinkan
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kecenderungan  politk  ataupun
merespons keinginan publik (Klein,
1984)."Di Amerka Serkat di- mana
sebagian dari hakim itu dipilih oleh
ke’nétatuen ‘mereka, fekanan publik
hakim. Tekanan ini akan sangat terasa
pada - pengadilan  tingkat bawah,
khususnya ‘oleh . hakim-hakim -yang
merasa harus mencerminkan senfimen
publik- (Kiem 1984). Dalam keadaan
seperis ini - apakah dapat dikatakan
bahwa - pengadilan felah memutus
berdasarkan ' rasa keadilan yang
tercermin oleh opini publik?

Di Indonesia dukungan publik
temadap putusan . pengadilan dapat
dikatakan lemah, malah terdapat
kecurigaan bahwa  putusan-putusan
pengadilan . banyak  yang  fidak
mence_r_mlnkan rasa keadilan dalam
masyarakat. Tuduhan suap atau KKN
mewamai sikap publik terhadap sistem
peradilan kita. Ada pendapat bahwa
dengan safu coretan tanda tangan,
pengadilan  yang komup  dapat
mengganti “.. the rule of force and
fraud for the rule of law’ (mengganti
aturan yang-didasarkan kekuatan dan
kecurangan, men;adl aturan  hukum
atau mengganti “kecurangan” menjadi
seolah-olzh "keadilan™). Kecenderung-
an pengadiltan (majelis hakim) adalah
tidak mau memberi reaksi terhadap
gugatan publik ini. Kesan publik
adalah pengadilan serng
‘bersembuny” di belakang jubah
hakim mereka dan ‘“jargon hukum”
{Frank, 1973).

Hubungan Pengadiian dengan Gpsm
Puhhk :

Perdebatan tentang pwusan
Mahkamah . Agung yang dsutarakan
pada awal-tulisan ini, membawa kita
pada pertanyaan apakah pengadilan
harus mempertimbangkan opini_publik
dan sentimen .moral _yang ada di
sekitar suatu kasus (perkara)? Peters
(1866) 'mengatakan bahwa . sering
hukum  pidana- dinilal ‘berlebihan
sebagai - alat untuk menyelesaikan.
masalah-masalah  sosial  dalam
masyarakat  (misalnya =~ masalah
korupsi). Sering nantinya diternukan
bahwa masalah sosial tersebut
seharusnya  dapat  diselesaikan
dengan cara lain {misalnya mengenai
kenakalan atau delinkwensi anak).
Dikatakannya juga -bahwa sering
hukum pidana itu dipergunakan untuk
menyalurkan rasa emosional publik.
Hal ini bertentangan dengan pemikiran
bahwa penvelenggaraan peradilan
pidana (menjatuhkan sanksi hukum
pidana) harus merupakan suatu aksi
sosial yang rasional (Peters, 1966).
Rasa emosional atay rasa marah
publik dapat difujukan kepada

-perbuatan yang sedang disidangkan di

pengadilan, tetapi dapat pula dituiukan
kepada puiusan pengadilan yang
dirasakan publik sebagai berteniangan
dengan keadilan.

Arti dari opini publk terhadap
puiusan pidana pengadilan dikemuka-
kan oleh sarjana hukum Belanda M.P.
Vrij dengan feori “subsosial” nya.

Menurut teori ini suatu tindak pidana
P R . U LT Y

e e e b e Y U
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~ akibat subsosial: dorongan mengulangi
dari pelaku, rasa tidak puas korban,
- keinginan - meniru oleh. pihak kefiga,
dan rasa kecewa pihak keempat.

- Adapun fungss ;}enghukuman adalah

- mengatasi - gejolak-gejolak 'sosial -
psikologis di aias (keempat akibat
-subsosial  fersebuf). - Teor ini

_ memgunyal pengaruh pada - poiltzk__
kriminal, atau lebih khusus. iagt pada -
o politik pemzdanaan (Peters -1966).

Elemen . subsosial - kesmpat {rasa
kecewa pihak keempal) mempunyai
pengaruh pada pertanyaan di atas:
apakah pengadilan harus mempertim-
bangkan sentimen moral  publik
bilamana akan memutus suatu perkara
pldana? ' .

Men_umt teori di atas, rasa kecewa
atau kemarahan pihak keempat (yaitu
publik} aias perbuatan lercela yang
terjadi * (yaitt  korupsi)  memang
seharusnya dipertimbangkan dalam
putusan hakim. Ini berarii bahwa
sentimen moral publik atau opini publik
dianggap mencerminkan rasa keadilan
yang telah ferganggu cleh perbuatan
tercela tersebut, yaitu perbuatan
korupsi tadi.  Dan i harus
diperfimbangkan oleh majelis yang
akan memutus perkara bersangkutan.

Akan tetapi iawaban di atas belum
menyelesaikan permasalahannya.
Pertanyaan vyang kemudian akan
timbul adalah apakah pemikiran di atas
ini fidek menghambat usaha
mencipiakan politikk kriminal yang
rasional dan mungkin mengakibatkan
polik  kriminal yang irasional dan

rakyat atau ‘main hakim sendi)?

Seharusnya putusan  pengadilan
dicapai -melalui  prosedur . yang
demokraiis, yailu dengan cara ‘fair
fiial .. dan.. bukan ‘lynch justice’..
Putusan  pengadilan ~ yang -mau
mengskuh senfimen moral publik dapat

‘mengubah proses demokratis dalam
pengadilan menjadi suaty pengadn!an.

“sandiwara”. (show trial), ‘karena

'.'putusan telah. - diteniukan - sebefum

sidang pengadaiaﬂ memeriksa perkara
berdasarkan - fakia -dan  aturan
hukumnya.

Yang juga memerlukan 3awaban
adalah bagaimana majelis hakim dapat
mengetahui “sentimen moral publik’?
Dan ‘apakah memang ada ‘publik”
sebagai  sualu  kesafuan  yang
homogen? Yang mempunyai pendapat
dan sentimen moral yang jelas?
Ataukah kenyatzannya ada berbagai
macam den ragam "kesaluan publik™?
Dan apakah “keadilan” berarti {unduk
pada opini publkik dan sentimen moral
yang ‘dominan”  sebagaimana
tercermin dalam media massa (cetak,

* radio dan tv)?

Penutup

Pada  awal tulisan ini telah
disampaikan bahwa karangan ini tidak
bermaksud menjawab apa yang
dimaksud dengan keadilan -atau
hukum itu. Karangan ini hanya ingin
menggugah kesadaran bahwa
pemahaman publik tentang hukum dan
keadilan boleh jadi tidak sama dengan
pemahaman vang ada - dalam
npennadian ki Penoerlian kila
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‘supremasi  hukum” kiranya serupa
dengan ungkapan terkenal dalam
pemerintahan demokratis  “a
government of faws, and not of mern’.
Ungkapan - yang - periama  Kali
diucapkan oleh Aristotle- dijelaskan
oleh Frank (1973) sebagai berikut: *

Aristotle was ot - taikmg of ngrd
inflexible. rules of “law mechanically
apphed he -was refemng to rules
administered, - by - judges - or - other
OﬁICE’fS selecfed to determine matters,
which are ‘left undecidad by general
rules, and to determine them to the
best of their judgment’. Oleh karena
itu, meka dalam kenyataan sehari-hari
pubi;k--{?; memang harus  menerima,
bahwa - hukum dan keaditan di
pengadilan kita ditentukan oleh para
manusia-hakim “fo the best of their
Jjudgment’ (menurut penilaian mereka
yang terbaik).
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